
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.246, 2017 KEMEN-LHK. Penanganan Benturan Kepentingan. 

Pedoman. 
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan angka VIII Ketentuan Penutup, 

angka 2 (dua) Lampiran Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Penanganan Benturan Kepentingan, ketentuan 

lebih lajut penanganan benturan kepentingan diatur 

oleh masing-masing Kementerian/Lembaga; 

b. bahwa dalam rangka untuk peningkatan pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme diperlukan pedoman yang membantu 

unit kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani 

benturan kepentingan pegawai di lingkungan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan tentang Pedoman Penanganan 
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Benturan Kepentingan di Lingkungan  Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan  Negara yang  Bersih  dan  Bebas 

dari Korupsi,   Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874), sebagaimana telah diubah  dengan 

Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1999 Nomor  167, Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 3888),  

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  

Nomor  19  Tahun  2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

Undang (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2004  Nomor  86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Nomor 4412); 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 130 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5432); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur  Sipil  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor 6 Tahun 1974 tentang  

Pembatasan  Kegiatan  Pegawai Negeri Dalam Usaha 

Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3021); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun  2010 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang 

Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam 

Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992; 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang 

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

12. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun  2012 

tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan 

Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 65); 
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13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.64/Menlhk-Setjen/Kum.1/7/2016 tentang 

Kode Etik Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara 

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1065); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN 

BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. 

   

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu  

Pengertian  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana 

Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga 

memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap 

penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi 

kualitas keputusan dan/atau tindakannya. 

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang 

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif 

dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya 

berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai 

Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

4. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai 

jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang 

diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah 

untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP). 

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat 

PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan 

wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan 

tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya. 

6. Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, badan usaha 

milik Negara, badan usaha milik swasta, lembaga non 

profit dan perorangan yang menjalin perjanjian 

kerjasama berdasarkan potensi kelayakannya yang 

saling menguntungkan dengan kementerian. 

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

8. Atasan Langsung bagi Pegawai adalah kepala unit 

kerja dari pegawai yang bersangkutan yang 

merupakan pejabat di lingkungan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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